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BAB  III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setiap kebijakan operasional Badan Keuangan Daerah harus mengacu kepada kebijakan nasional yang berlaku, diantaranya adalah:

a. Berkaitan dengan pengelolaan pendapatan 

Pengelolaan pendapatan khususnya di sektor pajak daerah mengacu kepada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka mulai Tahun 2011, pengelolaan Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.  Untuk Kota Serang, pengalihan Pajak BPHTB mulai efektif pada Tahun 2011, sedangkan pengalihan PBB efektif mulai dilaksanakan pada Tahun 2014. Selain kedua jenis pajak tersebut, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Serang yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, serta Pajak Air Bawah Tanah. 

b. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah  

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Serang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam (1) Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.  

APBD Kota Serang Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh kebijakan APBN Tahun 2018 mengingat bahwa Belanja Transfer Pemerintah Pusat sangat berkontribusi besar dalam struktur anggaran daerah terutama yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Dana Penyesuaian. Oleh karena itu setiap perubahan kebijakan APBN perlu diantisipasi agar tidak berpengaruh banyak terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD yang bisa berdampak terhadap capaian kinerja pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah adalah:

 (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pendapatan dari  sumber ini sangat dipengaruhi kinerja dari aparat Pemerintah Kota yang diberikan kewenangan untuk mengelolanya.

(2) Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perhitungan dana ini berdasarkan formulasi tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perolehannya sangat tergantung dari alokasi yang ditetapkan untuk Pemerintah Kota Serang.

(3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, juga merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Oleh sebab itu kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Adapun untuk penyusunan Belanja Daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran dan kemandirian anggaran yaitu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah mengacu pada prioritas  utama pembangunan daerah.

Belanja Daerah bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan, di mana tiap-tiap urusan terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018. Belanja Daerah dikelompokkan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

c. Berkaitan dengan pengelolaan aset 

Pengelolaan aset dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Dengan demikian pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.  Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tersebut, barang milik daerah meliputi:

(1)   Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
(2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur.

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2019 – 2023 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008 -2025 
Visi Kota Serang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2019 – 2023 adalah “TERWUJUDNYA  KOTA SERANG MADANI SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERTUMPU PADA POTENSI PERDAGANGAN, JASA, PERTANIAN DAN BUDAYA”. Sedangkan Misi Kota Serang yaitu :
1. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Sosial Lainnya Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

3. Menyediakan Prasarana Wilayah Sebagai Pendorong Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan, Serta Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Berwawasan Lingkungan

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Penciptaan Iklim Usaha dan Invenstasi Yang Kondusif Bagi Berkembangnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Serta Industri Yang Mampu Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sosial Secara Berkelanjutan

5. Mewujudkan Iklim Kehidupan Sosial dan Politik Yang Berbudaya, Aman Tertib dan Tentram, Melalui Revitalisasi Kearifan Lokal Masyarakat, Serta Pembinaan Seni, Budaya dan Olahraga Dikalangan Masyarakat dan Generasi Muda

Adapun Misi, Tujuan, Sasaran dan Program dalam RPJM Kota Serang Tahun 2014 – 2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Misi Kesatu. 

Misi Kesatu adalah Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa. Terdapat 5 tujuan dari misi ini yang berkaitan dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1.  Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan anggaran 
2. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
3. Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan 
4. Peningkatan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
Sasaran BPKAD Kota Serang yaitu:
1. Terciptanya Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2. Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

3. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengelolaan Keuangan

4. Terpenuhinya Regulasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Peningkatan SDM SKPD dan SKPKD

5. Terciptanya Pembinaaan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti diamanatkan dalam RPJMD Kota Serang dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah ditetapkan rencana kerja prioritas Tahun 2019 yang dikelompokkan sesuai dengan Misi dalam RPJMD yang berkaitan dengan Badan Keuangan Daerah  Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran

2. Mendorong Peningkatan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Investasi dan Kekayaan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan

4. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

5. Meningkatkan Koordinasi, Konsolidasi Keterpaduan Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan rencana kerja tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan 74 kegiatan yang tersebar dalam 9 program prioritas dengan jumlah anggaran sebesar Rp 36.126.515.157 yang semuanya bersumber dari APBD Kota Serang. Program dan kegiatan prioritas beserta pagu aggaran yang akan dilaksanakan tersebut adalah :

1. Program Penyusunan APBD sebanyak 11 kegiatan dengan nilai total sebesar Rp 4.538.483.370,-
2. Program Penatausahaan APBD sebanyak 4 kegiatan dengan nilai total sebesar Rp. 1.490.890.000,-
3. Program pengelolaan barang milik daerah sebanyak 9 kegiatan dengan nilai sebesar Rp 6.595.045.000

4. Program Akuntansi sebanyak 12 kegiatan dengan nilai sebesar Rp 2.340.551.556,-
5. Program pendapatan pajak daerah non PBB dan BPHTB sebanyak 10 kegiatan dengan nilai total sebesar Rp 1.774.039.100,-
6. Program pendapatan pajak daerah sebanyak 10 kegiatan dengan nilai sebesar Rp 3.935.145.707

7. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur sebanyak 11 kegiatan dengan nilai sebesar Rp. 13.010.804.420
8. Program Pengelolaan dan pelaporan keuangan sebanyak 2 kegiatan dengan nilai total sebesar Rp 398.063.800
9. Program peningkatan perencanaan,pengendalian,dan pelaporan pencapaiana kinerja sebanyak 5 kegiatan dengan nilai total sebesar Rp 2.043.492.204,- 
Berdasarkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam tahun 2019 meliputi:

I.
Program Penyusunan APBD, kegiatan- kegiatannya adalah :

1. Penyusunan standard satuan harga
2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

4. Penyusnan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
7. Pedoman Penyusunan APBD

8. Pengembangan dan fasilitasi APBD

9. Pengendalian pelaksanaan APBD

10. Bimbingan teknis penganggaran

11. Evaluasi Pelaksanaan APBD
II.  Program Penatausahaan APBD, kegiatan- kegiatannya adalah :

1. Paket regulasi pengelolaan belanja langsung daerah
2. Paket regulasi pengelolaan belanja tidak langsung daerah

3. Rekonsiliasi lapran penerimaan pengeluaran dan PFK

4. Penyusunan laporan dana transfer
III.
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan- kegiatannya adalah :

1. Penyusunan RKBMD dan DKBMD 
2. Evaluasi dan pengendalian BMD
3. Inventarisasi BMD

4. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD

5. Pemutakhiran data BMD

6. Penilaian dan penghapusan BMD

7. Pembinaan Teknis BMD

8. Rekonsiliasi BMD

9. Penyusunan Laporann BMD
IV.
Program Akuntansi, kegiatan- kegiatannya adalah :

1. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Rekonsiliasi realisasi anggaran pendapatan daerah

3. Rekonsilaisi realisasi anggaran belanja daerah

4. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

5. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

6. Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan 

7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

9. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

10. Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

11. Penyusunan LKPD

12. Penyusunan Kerugian Dearah
V. Program pendapatan pajak daerah Non PBB dan BPHTB  Kegiatan kegiatannya adalah :

1. Pendataan pajak daerah non PBB dan BPHTB
2. Pengembangan sistem informasi pajak daerah non PBB dan BPHTB
3. Penyusunan target penerimaan pajak daerah

4. Penyusunan regulasi pajak daerah non PBB dan BPHTB

5. Pengharagaan pajak daerah

6. Pembinaan aparatur pelaksanaan pemungut pajak daerah

7. Sosialisasi pajak daerah non PBB dan BPHTB

8. Penagihan pajak daerah non PBB dan BPHTB

9. Pembinaan wajib pajak daerah non PBB dan BPHTB

10. Verifikasi dan Monitoring kepatuhan wajib pajak non PBB BPHTB
  VI. Program Pendapatan pajak daerah Kegiatan-kegiatannya adalah :
1. Pendistribusian dan pengendalian SPT PBB
2. Pendataan Pajak Dearah PBB P2
3. Verifikasi Data Objek Pajak PBB P2 dan BPHTB

4. Rapat koordinasi retribusi dan pendapatan sumber lainnya

5. Kajian potensi retribusi dan sumber pendapatan lainnya

6. Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB

7. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan

8. Rekonsiliasi PBB P2 dan BPHTB

9. Monitoring dan  Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan

10. Bulan panutan pajak bumi dan bangunan

VII.
Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, kegiatan- kegiatannya adalah :

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Pelayanan administrasi perkantoran

3. Pelayanan administrasi perkantoran

4.
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
5.
Pemeliharaan sarana dan prasarana
6.
Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan
7.
Peningkatan kapasitas aparatur
8.
Penyediaan Dokumentasi, Implemetasi, Komunikasi
9. Pengelolaan barang milik daerah
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11.
Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah

VIII.
 Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan, kegiatan- kegiatannya adalah :
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
IX. Program peningkatan, perencanaan, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja Kegiatan-kegiatannya adalah :
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah

3. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

4. Penyusunan pelaporan capaia kinerja tahunan perangkat daerah

5. Penyusunan Data dan Profil perangkat daerah
Secara rinci, perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan Tahun 2019 dan prakiraan maju rencana Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :
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